
/ 

BUPATI MELAWI 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI MELAWI 
NOMOR S TAHUN 2017 

TENTANG 

pUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MELAWI NOMOR 32 TAHUN 2016 
""ayTANG STANDAR BIAYA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN MELAWI 
TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MELAWI, 
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Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti clan mengakomodir 
beberapa usulan penyesuaian dari beberapa Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten 
Melawi atas Peraturan Bupati Melawi Nomor 32 Tahun 
2016 tentang Standar Biaya Atas Beban Anggaran 
Pendapatan clan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun 
Anggaran 2017; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a tersebut , maka perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Melawi. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih clan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi clan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Melawi clan Kabupaten Sekadau 
di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomosr 4344); 

5. Undang-Undang... 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Togas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 
2007 ten tang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor; 

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 
2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah; 



r 
i' 

Memperhatikan 

Menetapkan 

74 
15. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 
dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 
Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 

l6. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 11 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 
11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 
3811); 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 
tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti 
Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 
tentang Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara 
Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 807); 

MEMUTUSKAN : 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MELAWI NOMOR 
32 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA ATAS BEBAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
MELAWI TAHUN ANGGARAN 2017 

Pasall 
etentu. . an dalam Peraturan Bupati Melawi Nomor 32 tahun 2016 tentang 
"andar ; 
M, aya atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
lawi Ta un Anggaran 2017 diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan ... 



~an pada lampiran IV diubah sebagai berikut: 
get"" R DALAM RANGKA SEMINAR/ 

" 0,,,eATAN UPACARA/ PENA,[OR/ sos1ALISASI/ BIMTEK/ 
pERI «AN KASUS HUKUM/ LOMBA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEL~WI 
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/ URAIAN SATUAN BESARNYA 
10 a.«ceramah Utama/ Widyaiswara/ 

INSENTIF 

� "l,art Nara $umber dart luar 
""[ntah Kabupaten Melawi Orang/Jam Rp. 1.000.000 Pem 

� 
penceramah Utama/ Widyaiswara/ 
pengajar/ Nara Sumber dari dalam 
pemerintah Kabupaten Melawi Orang/Jam Rp. 500.000 

� jnstruktur/ Pelatih Orang/Jam Rp. 150.000 

� Moderator/ N otulen / Pen dam ping Orang/Jam Rp. 500.000 

/s Honorium / Uang Saku Peserta Orang/Hari Rp. 100.000 

6. Honorarium/ Uang Saku Petugas/ Orang/Hari Rp. 100.000 
Pelatih/ Penyanyi Aubade/ Pendamping/ 
Pasukan/ Komandan I Paskibra I 
Perawat Paskibra I Perwira/ Anggota 
Puma Paskibra/ Pembaca Teks/ Petugas 
Protokoler / Petugas Sound System/ 
Petugas Keamanan Kegiatan Peringatan 
Upacara 

7 Honorarium Tim Kuasa Khusus Orang/ Kasus / Rp. 20.000.000 
Penyelesaian Kasus Hukum Pemerintah Bulan 
Kabupaten Melawi dan atau Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Melawi 

- 8. Juri/ Wasit dalam Perlombaan Orang/ Lomba Rp. 200.000 - 9. Official Orang/Hari Rp. 100.000 
f 

10. Juri Lomba Desa Tingkat Kabupaten Orang/ Rp. 1.000.000 
� Desa 

�emhawa Acara/ Rohaniawan/ Pembaca Orang / Kegiatan Rp. 250.000 
p oa/ Pemimpin Lagu/ Pembaca Naskah/ 
ceramah/ Pembaca Ayat Suci/ 

� 

"tugas Diregen 
r-- 
Penataj Orang / Kegiatan Rp. 500.000 

� 
usana/ Penata Rias 

'; 
elompoiTe e 0I 'ari/Sanggar Kelompok/ Rp. 3.500.000 
D,, Kegiatan 'arasu, 
Pen.. 'ber Evaluasi Anggaran 

"------- apatan dan Belanja Daerah Orang/Jam Rp. 2.000.000 

2. Ketentuan .. 



KEGIATAN 

,P 

an pada lampiran V diubah sebagai berilt. 76 tent t: 
,8" BIAYA JABATAN DALAM TIM KE so is As sir Tics al"\?ER.Keaty sys 

0TE ANGGARAN <PD SELAKU PENGGUNA 

/ URAIAN SATUAN PER 
0 KEGIATAN KETERANGAN 
L 

_ 
L /%NGARAH OK Rp. 400.000 Honorarium l /jziNGGUNG JAWAB OK Rp. 350.000 diberikan 2 her~A OK Rp. 300.000 Kepada ASN 2 $£KRETARIS OK Rp. 250.000 dan Pegawai ±- {0ORDINATOR OK Rp. 250.000 Tidak Tetap s AN0GOTA yang diberi ± - PEGAWAI GOLONGAN III OK Rp. 200.000 tugas - - PEGAWAI GO LONGAN II OK Rp. 160.000 melaksanakan 
...- - PEGAWAIGOLONGANI OK Rp. 150.000 kegiatan teknis 

DAN PEGA WAI TIDAK administratif 
TETAP yang 

menunjang 
tugas pokok 
SKPD. 

SATUAN BIA YA JABATAN DALAM TIM KEPANITIAAN PER KEGIATAN YANG 
DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH 

NO URAIAN SATUAN PER KETERANGAN 

PENGARAH OK 650.000 Honorarium 
• ii@~tNc wAs I5t Isl' Z lareran epada 

KETUA OK 630.000 Tim ASN dan 
Tssjriis 1Zf Li" iii 1Pegawai Tdak 

K00RDIN~TOR OK 610.000 Tetap yang diberi 
AN@go]Yr [tr''=ltugas untuk 
jpew cotoNcvi lo hn. con.ocp liaisukan 
- #EN~6ts#' + i lit% %sir %«star versa ;pr"ruuuvunvuuni ] [,[ ,i%i ]oordinatif antar - PEGAWAI GOLONGANI Rp. 350.00 rumpun SKPD 

DAN PEGAWAI TIDAK Sektoral, output 
TETAP kegiatan 

menghasilkan 
kebijakan atau 
pelaksanaan yang 
mengharuskan 
untuk 
mengikutsertakan 
Sekretaris 
Daerah. 

SATUAN ... 



q4TUAN BIA YA JABATAN DALAM TIM KEPANITIAAN PER KEG 
DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSA mu,';";' YANG 
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--r URAIAN SATUAN PER KEGIATAN 30,- 2 KETERANGAN 3 4 I 5 _ 
prNGARAH OK Rp. 1.000.000 Honorarium I pENANGGUNG JAWAB OK Rp. 900.000 diberikan Kepada 2 ETUA OK Rp. 800.000 Tim ASN dan 3 -, SEKRETARIS OK Rp. 700.000 Pegawai Tidak 4. - KOORDINATOR OK Rp. 600.000 Tetap yang diberi 5 

ANGGOTA tugas untuk 6. melakukan \..- PEGAWAI GOLONGAN III OK Rp. 550.000 kegiatan bersifat PEGAWAI GOLONGAN II OK Rp. 400.000 koordinatif antar PEGAWAI GOLONGAN I DAN OK Rp. 300.000 SKPD, output 
PEGAWAI TIDAK TETAP kegiatan 

menghasilkan 
Kebijakan Umum, 
Kebijakan Teknis 
atau pelaksaan 
yang 
mengharuskan 
untuk 
mengiku tsertakan 
Bupati dan Wakil 
Bupati. 

SATUAN BIAYA JABATAN DALAM TIM KEPANITIAAN KEGIATAN PENYUSUNAN 
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH, KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN DAER.AH TENTANG 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

DAN KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN MELA WI 
mo= /0RA SATUAN PER KEGIATAN KETERANGAN "% 2 3 4 5 rr-- f , PENGRA OB Rp. 2.500.000 KEGIATAN 2 7»it rr-- {&NANG@UNG JWAB OB Rp. 2.400.000 YANG j AET~ OB Rp. 2.350.000 BERSANGKUTAN • SERRET ARTS OB Rp. 2.250.000 DIBUKTIKAN 4 [4NG@oTK DENGAN SURAT z [Koop,, SOLONG iT @I OB Rp. 2.000.000 KEPUTUSAN $ 

Rp. 2.000.000 BUPATI DAN 4 it} 'NATOR SERRETARAT OB 
[t,9ors DIBERIKAN , 

MAKSIMAL 4 , <&GAW~fG~LONGAN IT& IV OB Rp. 1.900.000 
ORANG BULAN JPEGAWAI GOLONGAN II OB Rp. 1.500.000 

- PEGAWAI GOLONGAN I OB Rp. 1.300.000 
---......... 

----- 
DAN PEGA WAI TIDAK 

'----- TETAP 

HONOR... 



qoNOR TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECA 
KABUPATEN MELA WI \RA ELEKTRONIK DI 

78 

/ URAIAN BESARNYA 10 SATUAN 
2 INSENTIF -r- --- 3 4 ,..:-- - 

1 Ketua Orang/bulan Rp. 750.000 

---- 
2 Sekretaris Orang/ bulan Rp. 600.000 - 
3. Anggota Orang/ bulan Rp. 550.000 

- 

HONOR PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEGA WAI DAN PENGENGELOLAAN 
KEARS IP AN KEPEGA W AIAN DI KABUPATEN MELA WI 

NO URAIAN SATUAN PER KEGIA TAN 
I 2 3 4 

I PENANGGUNG JAWAB OB Rp. 500.000 
2 KOO RD INA TOR OB Rp. 450.000 
3. OPERATOR SIMPEG 

- PNS OB Rp. 400.000 
- TENAGA KONTRAK OB Rp. 250.000 

4 PEN GARS IP AN DOKUMEN KEPEGA W AIAN 
- PNS OB Rp. 350.000 

� - TENAGA KONTRAK OB Rp. 200.000 

HONOR PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) 
N o URAIAN SATUAN PER KEGIAT AN 
U 2 3 4 � 

r-r-- - i ADMINISTRATOR SIAK OB Rp. 400.000 4. OPERATOR SAK • ,_____- PNS OB Rp. 375.000 2lop,, TE@GKONTAK OB Rp. 300.000 
[OPERATOR KTP ELEKTRONIK 

+;PNS OB Rp. 375.000 
- TEN~G~KONTRKK OB Rp. 300.000 

HONOR ... 
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Rp.75.000 

8PA', PER KEgit 

Orang/Kali 

URAIAN 

HONOR PENANGGULANGAN BENCANA 

', 1 
.'~~sPasca Kcjadian Bencana/Kebakaran 

' etuk Petugas Penanggulangan 
encann/Pemadam Kcbakaran 

·. ·au»ma«Ima«a va torso t em l 
.• sekrc\!",_ ,Orang/Kah Rpo500o "e Kpaa tang Orang/.at ooooo 
. d. Kcpala Scksi Orang/af '50ooo 
.+_ pasukan pcmadam/Tim Penanggulangan Orang/Kah Rp.35.00o 

Bencana/Staf 
+relawan Kebakaran/Penaggulangan 

Bcncana/TAGANA (Taruna Bencana) /PSM 
(Pekcrja Sosial Masyarakat)/ TKSK (Tenaga 
Kcrja Sosial Kecamatan) 

• 0%ks Man Peta«s rat Penanesuaanan' orsgrrn' es.ooo i 
Bcncana/ Pemadam Kebakaran 

; tine met Petusas Penancatanan Beneaaa7' orarena' e,2soo I 
Pemadam Kebakaran -. 4. Uang Komandan Regu, Supir dan Mekanik Orang/ Rp.150.000 

,Pemadam cbakaran jet } l 
5 Makan Minum Petugas dalam rangka Penggulangan Orang/ Rp.32.000 

Kebakaran/Bencana/Petugas Lapangan/Razia. Kejadian 

r 
I 

Ketentuan pada lampiran X diubah sebagai berikut: 

SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MELAWI 

r 

URAIAN SATUAN BIAYA 

----- A UNSUR PENGELOLA KEUANGAN SATUAN 
ERJA PERANGKAT DAERAH : 
lPengguna Anggaran 

a. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 1 0/B Rp 850.000 
• Milyar s/d RD 2,5 Milvar 

b. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 2,5 0/8 Rp 900.000 
-Milyar s/d Rp 5 Milyar 

C. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 5 0/8 Rp1.000.000 
Milyar_s/d Rp 10 Milyar 

d. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 10 0/B Rpl.150.000 
Milyar s/d Rp 50 Milar 

€. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp50 0/8 Rp1.350.000 
Milyar 
2 !er.» a.N; '&guna Anggaran "i Pagu dana SKPD diatas Rp 500 0/B Rp 735.000 
s,\{' st p 1 Miyar 

""""PagudanasPDdiatas Rpl 0/8 Rp 775.000 
lyar_s/d Rp 2,5 Milvar 

C. Nilai ... 
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/ URAIAN SATUAN BIAYA 

L- ----- jilai Pagu dana SKPD diatas Rp 2,5 L- Mivars/d_Rp_5 Milyar " 
0/B Rp 815.000 

[Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 5 0/B Rp 900.000 Milvar s/d Rp 10 Milyar 
·Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 10 0/B Rp 1.050.000 

Milyar s/d Rp 50 Milyar 
; Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 50 0/B Rp 1.200.000 

Milvar 

3 Pejabat Penatausaha Keuangan /PPK 
a. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 500 0/B Rp 575.000 

Juta s/d Rp 1 Milyar 
b. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 1 0/B Rp 610.000 

Milvar s/d Rp 2,5 Milyar 
c. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 2,5 0/B Rp 645.000 

Milvar s/d Rp 5 Milyar 
d. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 5 0/B Rp 715.000 

Milvar s/d Rp 10 Milyar 
e. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 10 0/B Rp 820.000 

Milvar s/d RD 50 Milvar 
f. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 50 0/B Rp 960.000 

Milyar 

4. Staf Pejabat Penatausaha 
Keuangan/PPK 
a. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 500 0/B Rp 435.000 

Juta s/d Rp 1 milyar {maksimal 1 
(satu) Orang} 

b. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 1 0/B Rp 460.000 
milyar s/d Rp 2,5 milyar {maksimal 2 
(dua) Orang} 

c. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 2,5 0/B Rp 485.000 
milyar s/d Rp 5 milyar {maksimal 2 

- (dua) Orang 
d. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 5 0/B Rp 535.000 

milyar s/d Rp 10 milyar {maksimal 3 - (tiga) Orang} 
e. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 10 0/B Rp 610.000 

milyar s/d Rp 50 milyar {maksimal 3 
(tga) Orang} 

f. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 50 0/B Rp 710.000 
milyar milyar {maksimal 3 (tiga) 

Orano) 
[ . 
2. Bend:j @iara Pengeluaran : 

a. Nilaipe d 0/B Rp 400.000 agu lana SKPD sampai s{spggn iRp soo Juda 
""laiPagu dana SKPD di~tas Rp 500 0/B Rp 500.000 

Uta_s/dRp 1 Milvar 

c. Nilai... 



. .. 

8 

/ URAIAN SATUAN BIAYA 

/ 
� 

pagu dana SKP_D diatas Rp 1 O/B Rp / Milyar_s[d Rp_2,5 Milyar 550.000 
),{j#~iFaeu ana sKP a@as Rp 2,5 O/B Rp 600.000 °~'ll~a, sld Ro 5 Myar 
; iai Pagu dana SKPD diatas Rp 5 O/B Rp 650.000 

Milyar_s/d Rp_10 Milyar 
jlai Pagu dana SKPD diatas Rp 10 O/B Rp 700.000 

yar s[d Rp_50 Milyar 
;ilai Pagu dana SKPD diatas Rp 50 O/B Rp 800.000 

Milyar s/d Rp 100 Milyar 
: Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 100 O/B Rp 900.000 1. 

Milyar 
� 

z pembantu Bendahara Pengeluaran: 0. . 
a. Nilai Pagu dana SKPD sampai O/B Rp 300.000 

I 
dengan Rp 500 juta, 

b. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 500 O/B Rp 400.000 
Juta s/d Rp 1 milyar 

c. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 1 O/B Rp 450.000 
milvar s/d Rp 2,5 milyar 

d. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 2,5 O/B Rp 500.000 
milyar s/d Rp 5 milyar 

e. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 5 O/B Rp 550.000 
milyar s/d Rp 10 milvar 

f. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 10 O/B Rp 600.000 
milyar s/d RD 50 milvar 

g. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 50 O/B Rp 700.000 
milyar s/d Rp 100 milvar 

h. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 100 O/B Rp 800.000 
milyvar 

7 Bendahara Penerimaan: 
a. Target Pendapatan Asli Daerah O/B Rp 500.000 

- SKPD sampai dengan RD 250 Juta 
b. Target Pendapatan Asli Daerah O/B Rp 550.000 

SKPD di atas Rp 250 Juta s/d Rp 
500 Juta 

c. Target Pendapatan Asli Daerah O/B Rp 600.000 
SKPD di atas Rp 500 Juta s/d Rp 1 
ilyar 
.Target P O/B Rp 650.000 

Spj; 'endapatan Asli Daerah 
mi.,,"atas Ro 1 milyar s/d Rp 2 

°. Target O/B Rp 700.000 ski',Pendapatan Asif Daerah 
mijy,"atas Rp 2 milyar s/d Rp 5 

" Target 
SK5i _,'ndapatan Aslj Daerah O/B Rp 800.000 

;iya,"as Rp 5 milyar s/d Rp 10 
8Target 

8Kpj ~Pendapatan Asli Daerah O/B Rp 900.000 
diatas Rp 10 milvar 

8.Pembantu... 
\ 



Rp 400.000 

Rp 450.000 

0/B 

0/B 

" URAIAN 
( SATUAN BIAYA 

Ill < 'orhbantu Bendahara Penerimaan: 
8';jrget Pendapatan Asli Daerah 

"gPD sampai dengan Rp 250 Juta 
Target Pendapatan Asli Dacrah 

SKPD di atas Rp 250 Juta s/d Rp 
500 Juta 

Target Pendapatan Asli Daerah c. 
SKPD di atas Rp 50O Juta s/d Rp 1 
milvar 

0/B Rp 500.000 

4.Target Pendapatan Asli Daerah 
SKPD di atas Rp I milyar s/d Rp 2 
milvar 

0/8 Rp 550.000 

e. Target Pendapatan Asli Daerah 
SKPD di atas Rp 2 milyar s/d Rp 5 
milvar 

0/B Rp 600.000 

f. Target Pendapatan Asli Daerah 
SKPD di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 
milvar 

g. Target Pendapatan Asli Daerah 
SKPD di atas Rp 10 milvar 

0/8 

0/8 

Rp 700.000 

Rp 800.000 

Rp 100.000 0/8 

9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 
(PPTK) Belanja Langsung padaSKPD + 
a. Nilai Pagu dana Kcgiatan sampai 

dengan Rp 50 iuta 
b. Nilai Pagu dana Kegiatan Rp 50 Juta O/B 

s/d RD 250 iuta 
Rp 200.000 

c. Nilai Pagu dana Kegiatan Rp 250 0/8 
Juta s/d Rp 1 milvar 

Rp 300.000 

Rp 500.000 

Rp 400.000 d.Nilai Pagu dana Kegiatan Rp I 0/B 
Milyar s/d Rp o mnilyar + l De Nii Pagu dana Kgiatan diatas Rp 0/8 

%D fnll'lb 

400.000 

300.000 

200.000 

Rp 

Rp 

Rp 
AH Stf Tenis Kegiatan: 

] a.la Pau dana Krgiatan diatas Rp 0/B 
'loo .Juta s/d Rp I mlyar 

b.3;M.. - OB '8la au dana catatan Rp I / 
Milar s/d Rp Rp 5 rlyaf l ._j_ .cl 
Nila Pagu dana Kcgiatan diatas Rp 5 0/B Rp 400.000 

lyar 

2%.... - ··"guru Barang SKPD: 
a la A, op 0/B 

.,, rnul Aset Tetap SKP 
"npaidrngan Rp 500 jut _+_---.j 

j" Akumulas Aset Trtap SKPD 0/B 'Rp 500.000 
Te,"?p50o.Jutas/dRp ! mbar_I .. +u, a.a, 

.~mutasi Ast Tear Sip d O/B Rp 550.00 
[ as Rp 1 milyar s/d Rp 2,5 milyar J 



83 
URAIAN 

SATUAN BIAYA 

· Ase Tetap di atas A 0/B ar Rp 600.000 
P di atas 0/B Rp 650.000 r 

SKPD di 0/B Rp 700.000 
as R ar 
lai Akumulas1 se e ap KPD di 0/B Rp 800.000 

tas R r 
ilai Akumulas1 se e ap PD di 0/B Rp 900.000 

atas R ar 

j@.Pembantu Peng SKPD_: 
a. Nilai Pagu dana SKPD sampai 0/B Rp 250.000 

den ar 
b. Nilai Pagu ana KPD di atas Rp 1 0/B Rp 275.000 

mi ar 
c. Nilai Pagu ana di atas Rp 2,5 0/B Rp 300.000 

mil ar 
d. Nilai Pagu dana KPD di atas Rp 5 0/B Rp 325.000 

ml ar 
e. Nilai Pagu ana di atas Rp 10 0/B Rp 350.000 

m1 ar 
f. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 50 0/B Rp 400.000 

mil r 
g. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 100 0/B Rp 450.000 

mil ar 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

gar t 
B �e ap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
pati:-: > • 

Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi. 

Di tetapkan di Nanga Pinoh 
pada tanggal 23 Mc 2017 

by 
dang 

de ,"in di Nanga Pinoh 
&gal 23 iMzre 

2017 

ea., 
ARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, ~ 

PATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 9 


